Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan
Perundang-undangan yang terkait dengan Desa, maka
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Desa perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor J5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 6);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor
06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282), diubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 7 (tujuh) dan
menambah 2 (dua) angka yaitu angka 32, angka 33 sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah

32.
33.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah.

Penjabat Kepala Desa adalah PNS Daerah yang mempunyai kemampuan
paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis
pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan
Camat guna melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam



hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa
berhenti.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehinggga berbunyi sebagai berikut :

N o o ohw

(1)

(2)

Pasal 26

Ketentuan kewenangan Desa terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa antara lain memuat :

a. jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa;
b. kriteria kewenangan Desa;

mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;

o 0

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi
atau Pemerintah Daerah;

e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
g. pendanaan.

Ketentuan mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Ketentuan Pasal 28 dihapus.

Ketentuan Pasal 29 dihapus.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c diubah dan ayat (7) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 35

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
kabupaten.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa bergelombang dengan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua)
tahun.



(5)

(6)

(7)

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk
Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari
PNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 43
Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Petugas Pendaftaran Pemilih dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e diubah, huruf h dihapus, hurufl diubah
dan disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf | dan huruf m yaitu huruf 11,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 46

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir dari
instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang
menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang
menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi
stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB).

f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal
Lahir;

g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bermaterai cukup;
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P.

dihapus;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali S (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah
diakses oleh masyarakat desa, bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih
dari 2 (dua) kali;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi
yang berwenang;

. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik
Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai
cukup;

tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan
dengan surat keterangan Camat;

lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten; dan

dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung

(2)

(3)

(4)

sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai
dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati
menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang
pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
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12.

(5)

Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk PNS Daerah
diprioritaskan di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan
berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Diantara ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 48A

Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa.

Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan permohonan yang diusulkan oleh pimpinan BPD
berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa,
Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD
kepada Bupati melalui Camat yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(7),

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka
waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada
masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai
Desa/Kantor Desa yang merupakan Sekretariat Panitia  Pemilihan
Kepala Desa di tingkat Desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2
(dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk dan mengangkat
penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah diutamakan dari wilayah
Kecamatan setempat atas usulan Camat.



(7)

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(9)

Pasal 51

Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa pada saat melakukan
proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten melakukan
ujian akademis.

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia Pemilihan Kepala
Desa tingkat Kabupaten dapat melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan kriteria :

pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
tingkat pendidikan;

usia; dan

persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

oo oop

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menetapkan Calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
ditetapkan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 70

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi quorum apabila jumlah
pemilih yang memberikan suara mencapai paling sedikit 50% (lima
puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang pemilih berdasarkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT).

Dalam hal pemilih yang memberikan suara belum memenuhi ketentuan
quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara waktu
pencoblosan telah berakhir maka waktu pemilihan dilakukan
perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan
waktu selama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak berakhirnya waktu
penutupan pemilihan Kepala Desa.

Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/Ketua Panitia Pemungutan Suara,
para Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing Calon Kepala
Desa.



15.

16.

(4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilakukan tetapi tetap belum memenuhi ketentuan quorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan
berikutnya.

Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 79

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh
Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh OPD, tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Camat melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di wilayahnya.

Ketentuan Bab VI Bagian Keenam Laporan Kepala Desa ditambah 6 (enam)
Paragraf yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 5 dan
Paragraf 6, Paragraf 1 berjudul Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran, Paragraf 2 berjudul Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, Paragraf 3 berjudul Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Tahun Anggaran, Paragraf 4
berjudul Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Paragraf 5 berjudul
Pendanaan dan Paragraf 6 berjudul Pembinaan dan Pengawasan, kemudian
Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 diubah, diantara Pasal 82 dan Pasal 83
disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 82A, diantara Pasal 83 dan Pasal 84
disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B, diantara Pasal 84 dan
Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 84A dan diantara Pasal 85 dan
Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 85A dan Pasal 85B, sehingga
Bab VI Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Laporan Kepala Desa
Paragraf 1
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
Pasal 82
(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. pendahuluan;

b. program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
d

program kerja pembinaan kemasyarakatan,;
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(3)

(S)

(7)

e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g. keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya
yang ditempuh; dan
h. penutup.

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat
uraian tentang :
a. tujuan penyusunan laporan;

b. visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

c. strategi dan kebijakan.

Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang rencana dan
pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu
pada rencana kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan
program kerja bidang pembangunan Desa dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Program kerja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan
program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Program kerja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan
program bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang :

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
c. rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
1. pendapatan Desa.
2. belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b) bidang pembangunan;

c) bidang pembinaan kemasyarakatan ;
d) bidang pemberdayaan masyarakat;

e) bidang tak terduga;

f) jumlah belanja; dan
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g) surplus/defisit.
3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
a) penerimaan pembiayaan;
b) pengeluaran pembiayaan; dan
c) selisih pembiayaan.
(9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang

ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian
tentang :

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
b. bidang pelaksanaan pembangunan;
c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan

d. bidang pemberdayaan masyarakat.

(10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi :
a. kesimpulan laporan;
b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan
rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Pasal 82A

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) digunakan untuk bahan
evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan
prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu
dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Paragraf 2
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 83

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis
paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 83A

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 memuat materi :
a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan;
dan
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(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa
jabatan.

Rencana kegiatan S5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori
serah terima jabatan.

Pasal 83B

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 digunakan untuk bahan evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja
dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu
dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Paragraf 3

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 84

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang
merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan
Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 84A

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 digunakan untuk bahan
evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD
dapat :

a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

b. meminta keterangan atau informasi;

c. menyatakan pendapat; dan

d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
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Paragraf 4
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 85

(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

(3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat.

(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan
pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 85A

(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat digunakan
oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan
atau tertulis secara bertanggungjawab.

(2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 5
Pendanaan

Pasal 85B

Pembiayaan dalam rangka kegiatan Pelaporan Kepala Desa dibebankan
pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 6
Pembinaan dan pengawasan
Pasal 86

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan
laporan Kepala Desa.

14



Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala

Desa di wilayahnya.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf g diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat
diantara ayat (3) dan ayat (4) yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(2)

Pasal 87

Kepala Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :

a. berakhirnya masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan
Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(3a) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3),
memuat situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(3b) Atas Laporan BPD  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) Bupati
melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(3)

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18. Ketentuan Ayat (1) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 89

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (2), huruf d dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat.

Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
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(3) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan
Camat;

b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan
Camat dan Bupati; dan

c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan
Camat dan Bupati.

(4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

19. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan kemudian
ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 90

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat S5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,
makar, Narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan instansi yang terkait.

(4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan menolak/tidak bersedia
menerima surat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari maka dianggap
menerima dan mengetahuinya.

(5) Bukti  penerimaan atau penolakan menerima surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan berita acara diketahui
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari unsur Kecamatan dan Desa.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 92

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas
dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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21.

22.

23.

24.

(2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk
PNS Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 93

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1
(satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87
ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf
f Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g,
Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 95

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan
selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dari PNS Daerah berdasarkan usul Camat dan diutamakan di
lingkup kecamatan setempat.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 96

(1) PNS Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 ayat (2) paling sedikit
harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama
dengan Kepala Desa.

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari Camat.
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(4) Bilamana di lingkup kecamatan setempat tidak tersedia PNS Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
diusulkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan dari OPD yang membidangi
Desa.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 99

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf a dipimpin oleh
Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
bidang urusan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 101
(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
seksi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 102

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia
yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun; dan

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul
dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
antara lain terdiri :

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
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b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

d. [jazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

e. Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat
kesehatan yang berwenang; dan

g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Dalam hal PNS dan/atau TNI/POLRI diangkat menjadi Perangkat Desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan/atau
TNI/POLRI.

28. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 103

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut :

a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang
sekretaris dan minimal seorang anggota,;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon
Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat
Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan
Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal Perangkat Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan Kepala Desa kepada
Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat
Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. dalam hal Camat memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
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(2)

h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat
Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

(1) PNS Daerah setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus

mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa
kehilangan hak sebagai PNS.

30. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 105

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang
memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti dan
Kepala desa melakukan seleksi Calon Perangkat Desa dengan
membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mempunyai tugas :

a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan
Perangkat Desa;

b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran,;

melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
dibukanya pendaftaran;

menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;

menetapkan jadwal ujian seleksi;
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memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;

h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;

i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan
peserta ujian; dan
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j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

31. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

32.

(1)

(2)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 109

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi
dengan Camat.

Perangkat Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau
sebutan lain.

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan BAB VI Bagian Kesembilan, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 19
dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Bagian Kesembilan
Badan Permusyawaratan Desa
Paragraf 1
Anggota BPD

Pasal 112

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung
atau musyawarah perwakilan.
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(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9
(sembilan) orang.

(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam
Desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.

Pasal 113

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :
a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
Pasal 114

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dilakukan untuk memilih calon
anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan
memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan
memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 115

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan untuk
memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan
warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki
kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan
perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Paragraf 2
Peresmian Anggota BPD

Pasal 116

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota
BPD dari Kepala Desa.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya
Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 117

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah /janji.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peresmian anggota BPD diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 118

(1) Anggota BPD berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, apabila :
a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa
keterangan apapun;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
tidak melaksanakan kewajiban;
melanggar larangan sebagai anggota BPD;

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
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dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara S (lima) tahun atau lebih;
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau
penghapusan Desa;

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan dan/atau

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota BPD diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 119

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan Negara.

Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan
sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan
BPD.

Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD
pengganti antar waktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 120
Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota

BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon
anggota BPD nomor urut berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD antarwaktu
diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Larangan Anggota BPD

Pasal 121

Anggota BPD dilarang :

a.

merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat
Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
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(3)

(4)
()

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;
melanggar sumpah/janji jabatan;
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan;

sebagai pelaksana proyek Desa;
menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 7
Kelembagaan BPD

Pasal 122

Kelembagaan BPD terdiri atas :

a. pimpinan; dan

b. bidang.

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 123

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu)
orang tenaga staf adminitrasi BPD.

(1)

Pasal 124

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat
BPD yang diadakan secara khusus.
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(2)

(3)

(4)

(1)

Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota termuda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena
pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau
pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 125

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat
(1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku

setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati.

Paragraf 8
Fungsi BPD

Pasal 126

BPD mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

(1)

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Paragraf 9
Tugas BPD

Pasal 127

BPD mempunyai tugas :

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;
mengelola aspirasi masyarakat;
menyalurkan aspirasi masyarakat;
menyelenggarakan musyawarah BPD;
menyelenggarakan musyawarah Desa;

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
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. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu;

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

j- melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
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k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa
dan lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas BPD diatur dengan Peraturan

Bupati.
Paragraf 10
Hak BPD
Pasal 128
BPD berhak :

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 11
Pengawasan

Pasal 129

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nterhadap
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Paragraf 12
Penyataan pendapat

Pasal 130

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan
BPD.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan
dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan
Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
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(4)

(2)

(3)

(1)

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
musyawarah BPD.

Paragraf 13
Biaya Operasional

Pasal 131

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan
Keuangan Desa.

Paragraf 14
Hak Anggota BPD

Pasal 132

Anggota BPD berhak :
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan/atau pendapat;
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memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapngan
yang dilakukan di dalam negeri; dan

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang
berprestasi.

Pasal 133
Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh

tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan
pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tunjangan kinerja.
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(1)

(2)

Pasal 134

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
133 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam
kelembagaan BPD.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4),
dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
Pendapatan Asli Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan BPD diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 15
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 135

Anggota BPD wajib :

a.

(1)

(2)

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan;

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Paragraf 16
Laporan Kinerja BPD

Pasal 136
Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD

dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika :

a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan

c. penutup.
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(3)

(4)

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada
Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Paragraf 17
Kewenangan BPD

Pasal 137

BPD berwenang :

a.

(1)
(2)

mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan
aspirasi,

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara
lisan dan tertulis;

mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

menyusun peraturan tata tertib BPD;

menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati melalui Camat;

menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan
Anggaran dan pendapatan Belanja Desa;

mengelola biaya operasional BPD;

mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa; dan

melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 18
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 138

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dan disepakati dalam musyawarah BPD.
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(3)

(4)

(2)

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat :

keanggotaan dan kelembagaan BPD;

fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

waktu musyawarah BPD;

pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

tata cara musyawarah BPD;
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tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
dan

g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata tertib BPD diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 19
Pembinaan dan Pengawasan BPD

Pasal 139

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan
peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. memfasilitasi dukungan kebijakan;

b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi
pelaksanaan kebijakan;

c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
tertentu; dan

d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

33. Ketentuan ayat (3) Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 140

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap
bulan.

Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber
dari ADD.

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Belanja Desa dan sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Bupati.
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34. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 146

(1) Jenis Peraturan di Desa meliputi :

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

c. Peraturan Kepala Desa.

(2) Ketentuan mengenai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 147 dihapus.
36. Ketentuan Pasal 148 dihapus.
37. Ketentuan Pasal 149 dihapus.
38. Ketentuan Pasal 150 dihapus.
39. Ketentuan Pasal 151 dihapus.
40. Ketentuan Pasal 152 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 153 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 154 dihapus.
43. Ketentuan Pasal 155 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 156 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 157 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 158 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 159 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 160 dihapus.
49. Ketentuan Pasal 161 dihapus.
50. Ketentuan Pasal 162 dihapus.
51. Ketentuan Pasal 163 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 164 dihapus.
53. Ketentuan Pasal 166 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 166

(1) Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Desa.
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54.

55.

(2)

(3)

(4)

(9)

Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Tranfer; dan
c. Pendapatan lain-lain.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas
desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala
Desa, Sekretaris Desa dan bendahara desa.

Pemerintah Desa menunjuk 1 (satu) Bank Umum Pemerintah untuk
menampung 1 (satu) rekening pendapatan dan pengeluaran dengan
Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 168 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(4)

Pasal 168

Pemerintah Daerah kabupaten mengalokasikan ADD dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit
10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa
dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat pendidikan
dan kesehatan.

Ketentuan mengenai tata cara dan pengalokasian ADD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (2) huruf b pasal 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 169
(1) Pemerintah  Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan

(2)

retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh
Desa; dan
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(3)

(4)

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional
berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari
Desa masing-masing.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

56. Ketentuan Pasal 170 dihapus.

57. Ketentuan Pasal 172 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 179

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa
yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
perencanaan;
pelaksanaan;

penatausahaan;

pelaporan; dan

o oo T P

pertanggungjawaban.

59. Ketentuan judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

60. Diantara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 194A yang
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 194A

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :

a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara
partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu,;

penguatan kapasitas masyarakat;
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(3)

d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau
seluruh Desa di kawasan perdesaan.

61. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XA dan
diantara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A,
yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

BAB XA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 200A

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa
dan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas :

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan
Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga non Pemerintah dalam
melaksanakan program di Desa wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
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62. Ketentuan judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT

63. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

Pasal 201

Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

o P

m o a0

fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa;

rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;

fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga;

fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa
serta penetapan dan penegasan batas Desa;

fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;

koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan

koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di
wilayahnya.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI PASURUAN,
ttd.
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat
sesuai kewenangan hak asal usul.

Bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Desa, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 299
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